
 

 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor : 810/1212/BKPSDM/2021 

 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama                                :   Drs. I Wayan Sudiana 

NIP                                     :   19660504 199303 1 020 
Pangkat/Golongan      :   Pembina Utama Muda / (IV/c) 
Jabatan                           :   Kepala   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya 

Manusia Kota Denpasar 

 
Dengan ini menyatakan bahwa   kondisi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

formasi tahun 2021 termasuk kondisi katagori  mendesak dikarenakan  hal- hal sebagai 
berikut: 
1. Formasi  ASN yang diterima Tahun  2021 berjumlah 1.292 yang terdiri dari : 

• CPNS 123 formasi  

• PPPK Guru (Kemendikbud) 1.169 formasi 

2.   Kebutuhan ASN Kota Denpasar 7.437 orang; 

• Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) 4.473 orang 

• Guru 1.898 orang 

• Kesehatan 741 0rang 

• Non Guru dan Non Kesehatan 325 orang. 
 

3.   Jumlah pensiun Tahun 2020-2022 

• Guru 967 orang; 

• Non guru 826 orang. 
 

4. Pengadaan   Seleksi   CAT   dijadwalkan   pada   bulan   Juli   2021   sebelum   
anggaran perubahan. 

Maka  dengan    ini  kami  mohon  untuk  dapat  dilaksankannya  Pergeseran    
Anggaran kegiatan pada APBD  Kota Denpasar Tahun 2021. 

 
Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000729-SRT-0520211_conv.pdf
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REKRUTMEN CPNS 2014-2019 INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN JUMLAH ASN 2009-2017

MISMATCH SDM ASN DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONALKOMPOSISI ASN

Sumber: 
Kementerian PANRB (2017-2020)
BKN (2019-2020)
World Bank (2019)
“diolah”

KONDISI ASN SAAT INI

2014 2016 2017 2018 2019

53.804 51.444
33.155

179.576

138.775

BAG 1: PENDAHULUAN
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BIROKRASI  
BERKELAS DUNIA 2024

GOOD 
GOVERNANCE

RPJM 1 (2005-2009)

REFORMASI 
BIROKRASI

RPJM 2 (2010-2014)

SISTEM MERIT

RPJM 3 (2015-2019) RPJM 4 (2020-2024)

ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN

I N T E G R I TA S

▪ N A S I O N A L I S M E

▪ P R O F E S I O N A L I S M E

▪ WAWA S A N  G LO BA L

▪ I T  &  BA H A S A  A S I N G

▪ H O S P I TA L I T Y

▪ N E T W O R K I N G

▪ E N T R E P R E N E U R S H I P

26

35

4

1

PENGEMBANGA
N KARIER

PENINGKATAN 
KESEJAHTERAAN

PERENCANAAN

PENGADAAN

(REKRUTMEN 
& SELEKSI)

PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI

PENILAIAN
KINERJA & 

PENGHARGAAN

6P

SMART ASN 2024
profil

BAG 1: PENDAHULUAN
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MEKANISME
PENGADAAN ASN

PENGUMUMAN SELEKSI 
ADMINISTRASI

PENETAPAN 
NOMOR INDUK

SELEKSI KOMPETENSI: 
▪ DASAR
▪ BIDANG

PENETAPAN 
KEBUTUHAN

USULAN 
KEBUTUHAN

MENTERI 
PANRB 

KEPALA BKN

INSTANSI PEMERINTAH

PANSELNAS

MENTERI 
KEUANGAN

PENGANGKATANPENETAPAN 
HASIL AKHIR 

SELEKSI

BKN
INSTANSI 

PEMERINTAH
BKN

INSTANSI 
PEMERINTAH

Analisis Jabatan
Analisis Beban Kerja

BAG 1: PENDAHULUAN
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• Rincian usulan kebutuhan ASN tahun
berikutnya disampaikan oleh PPK kepada
Menteri PANRB dan Kepala BKN paling lambat
akhir bulan Maret tahun sebelumnya

• Menteri PANRB menyusun rencana
pemenuhan kebutuhan dan menyampaikan
kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan
pendapat paling lambat akhir bulan April
tahun sebelumnya

• Pendapat Menteri Keuangan disampaikan
kepada Menteri PANRB paling lambat akhir
bulan Mei tahun sebelumya

• Pertimbangan teknis Kepala BKN disampaikan
kepada Menteri PANRB paling lambat akhir
bulan Juli tahun sebelumnya

• Menteri PANRB menetapkan kebutuhan ASN
setiap Instansi Pemerintah paling lambat
akhir bulan Mei tahun berjalan.

Siklus Tahun 2021PP 11/2017  tentang Manaj e m e n
PNS dan PP  49/2018  tentang
Manajemen PPPK mengatur :

Maret
2020

PPK 
mengusulkan
formasi 2021

April
2020

Mei
2020

Juli
2020

Mei
2021

Jan
2021

MenPANRB
meminta
pendapat
Menkeu

Menkeu
menyampaikan

pendapat

Pertimbangan
Teknis 

Kepala BKN

MenPANRB
menetapkan
formasi 2021

Siklus Tahun 2022

Maret
2021

PPK 
mengusulkan
formasi 2022

April
2021

Mei
2021

Juli
2021

Mei
2022

Jan
2022

MenPANRB
meminta
pendapat
Menkeu

Menkeu
menyampaikan

pendapat

Pertimbangan
Teknis 

Kepala BKN

MenPANRB
menetapkan
formasi 2022

SIKLUS PERENCANAAN 
DAN PENGADAAN ASN 
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9

85%

3%

12%

66 Instansi

DALAM PROSES PENGOLAHAN
/ USULAN BERMASALAH

458 Instansi

SUDAH SELESAI DITETAPKAN

PROGRES PENETAPAN KEBUTUHAN ASN 
TAHUN 2021 DI PEMERINTAH DAERAH

13 Instansi

DALAM PROSES PENETAPAN 
MENTERI

Keterangan:
Cutoff 5 Mei 2021

BAG 2: PROGRES PENETAPAN
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NO KEGIATAN JADWAL

1 Pengumuman Seleksi 30 Mei s.d. 13 Juni 2021
2 Pendaftaran Seleksi 31 Mei s.d. 21 Juni 2021

3 Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasilnya 1 Juni s.d. 30 Juni 2021

4 Masa sanggah 1 Juli s.d. 11 Juli 2021

5 Pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN) Juli s.d. September 2021

6 Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru (CAT BKN)
Juli s.d. September 2021
(setelah SKD CPNS selesai di 
masing-masing lokasi)

7 Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud)
Tes 1: Agustus 2021
Tes 2: Oktober 2021
Tes 3: Desember 2021

8 Pelaksanaan SKB CPNS September s.d. Oktober 2021
9 Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah November 2021

10 Penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK Desember 2021

JADWAL SELEKSI CPNS 
DAN PPPK TAHUN 2021

BAG 3: JADWAL KEGIATAN
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KETERANGAN

1. Mekanisme seleksi PPPK Guru sebagaimana jadwal di atas, akan diatur kemudian yang 
akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian PANRB, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara (waktu akan
diinformasikan kemudian).

2. Seluruh kegiatan di atas diselenggarakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan 
yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.01.07/MENKES/382/ 
2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

3. Jadwal tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait
status Pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud.

BAG 3: JADWAL KEGIATAN
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1. ANGGARAN

PPK diharapkan segera mengalokasikan pembiayaan anggaran Tahun 2021 
mulai proses pendaftaran s.d. pemberkasan untuk penetapan NIP/Nomor Induk
dari BKN.

Khusus Anggaran Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru dengan 
menggunakan CBT Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud.

BAG 4: PERSIAPAN
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2. FORMASI KHUSUS CPNS

PPK segera melakukan pemilahan formasi khusus untuk CPNS:
• Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”  (Cumlaude) 

Jumlah: sesuai kebutuhan
• Penyandang Disabilitas

Jumlah: minimal 2% dari formasi
• Diaspora

Jumlah: sesuai kebutuhan

BAG 4: PERSIAPAN
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a. Dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal Strata 1, tidak
termasuk Diploma IV;

b. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing 
instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, 
dilakukan di SSCASN BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman
penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk
formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk
formasi Umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;

c. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat
kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi
A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan
dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; 

d. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi
khusus termasuk kategori lulus “Dengan Pujian”/Cumlaude setelah memperoleh
penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara
“Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

16

JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: 
PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE)

BAG 4: PERSIAPAN
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a. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan 
kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat kedisabilitasannya, dilakukan berdasarkan daftar 
rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di SSCASN BKN, dan selanjutnya
dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi. Jabatan dan kualifikasi
pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi
Umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

b. Calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang 
menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; 

c. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melamar, kecuali untuk
jabatan sebagaiaman diatur pada Keppres Nomor 17/2019 berusia setinggi-tingginya 40 tahun; 

d. Panitia penyelenggara instansi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi
sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas; 

e. Bagi penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas, Panitia penyelenggara
dan/atau BKN menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar dan mengatur
waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 120 (seratus dua puluh) menit;  

f. Bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada Formasi Umum atau formasi khusus lain 
selain Formasi Khusus Disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi
pendaftar pada Formasi Umum;

g. Panita penyelenggara instansi wajib memastikan kesesuaian antara formasi dengan jenis dan derajat
kedisabilitasannya dengan metode tatap muka langsung maupun dengan video, dengan mencantumkan
persyaratan pengiriman video keseharian pelamar dari penyandang disabilitas sebagai bahan untuk panitia
melakukan verifikasi.

17

JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: 
DISABILITAS

BAG 4: PERSIAPAN
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a. Diperuntukkan bagi WNI yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di 
luar wilayah RI serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat
rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja paling singkat selama 2 (dua) tahun;

b. Diperuntukkan husus untuk jabatan Peneliti, Dosen, Perekayasa, dan Analis Kebijakan. Untuk
jabatan Peneliti, Dosen, dan Analis Kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan persyaratan
paling rendah lulusan Strata 2, sedangkan untuk jenis jabatan Perekayasa dapat dilamar paling rendah
lulusan Strata 1;

c. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi
berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di SSCASN 
BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing 
Instansi;

d. Persyaratan usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat pelamaran; 

e. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tersebut huruf b dapat berusia paling tinggi 40 
(empat puluh) tahun apabila memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3, kecuali bagi pelamar pada 
jabatan Analis Kebijakan;

f. Pelamar tidak sedang menempuh post doctoral yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah;

18

JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: 
DIASPORA (1/2)

BAG 4: PERSIAPAN
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g. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus Diaspora disyaratkan
agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan
(formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;

h. Setiap pelamar yang mendaftar Formasi Diaspora harus membuat surat pernyataan bermaterai yang 
menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak
terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;

i. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, tetapi dikemudian hari terbukti tidak
sesuai dengan surat penyataan yang dibuat sebagaimana huruf h, PPK harus mengumumkan
pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN;

j. Penyetaraan ijazah bagi diaspora lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dilakukan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir;

k. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi dikemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah 
yang sudah disetarakan sebagaimana dimaksud huruf j, PPK harus mengumumkan pembatalan
kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

19

JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: 
DIASPORA (2/2)

BAG 4: PERSIAPAN
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4. LAIN-LAIN

• PPK segera menyiapkan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan
teknis portal resmi/sistem pendaftaran terintegrasi bersama dengan BKN (SSCASN) 
dilengkapi dengan Online Help Desk/Call Center yang dikelola oleh masing-masing 
kementerian/lembaga;

• PPK segera menyiapkan teknis penyelenggaraan SKD/Seleksi Kompetensi dan SKB (khusus
untuk CPNS).

• Khusus untuk Seleksi PPPK Guru:
• Dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemendikbud
• Pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi PPPK Guru
• Seleksi/verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud
• Biaya pelaksanaan seleksi dengan CBT Kemendikbud akan ditanggung oleh 

Kemendikbud
• Pemberkasan NIP PPPK di BKN oleh Pemerintah Daerah (PPK)

BAG 4: PERSIAPAN
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1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 
35 tahun pada saat melamar;

2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran:
• Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
• Dokter Pendidik Klinis
• Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).

3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:

• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;
• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian

Negara RI;
• tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI
6. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi 

Pemerintah
10.Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

A. KETENTUAN UMUM CPNS

BAG 5: KETENTUAN
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RENCANA PENGADAAN PNS DAN PPPK NON GURU TAHUN 2021KETENTUAN SKB CPNS

BAG 5: KETENTUAN

1. Pelaksanaan SKB di Pemerintah Daerah wajib menggunakan CAT.
2. Pemerintah Daerah hanya diperkenankan menambah 1 jenis tes selain SKB dengan CAT dan diberikan 

bobot paling tinggi 40% dari nilai total SKB.
3. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menambahkan jenis tes berupa wawancara.
4. Dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS (selain dengan metode CAT), intansi

harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menteri PANRB selambat-
lambatnya tanggal 28 Mei 2021 (ke Sekretariat Tim Panselnas, lantai V Kementerian PANRB).

5. Adapun penentuan kelulusan akhir sebagai berikut:

SKB

60%

SKD

40%

HASIL AKHIR

1. Hanya Menggunakan CAT

2. CAT dan 1 Jenis Tes Lainnya (Selain Wawancara)

CAT
Bobot: 100% 
dari nilai SKB

CAT Tes Lainnya*
Bobot min: 60% 

dari nilai SKB
Bobot maks: 40%

dari nilai SKB

23
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PENGISIAN KEKOSONGAN FORMASI

Dalam hal formasi umum/khusus masih belum terisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB, 
dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by 
system oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut sebagai berikut:
1. Jika Formasi Umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di Formasi

Khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama
serta memenuhi PG SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik.

2. Jika Formasi Khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di Formasi
Umum dan Formasi Khusus Lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit 
kerja penempatan yang sama serta memenuhi PG SKD Formasi Umum dan 
berperingkat terbaik.

3. Jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak
terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi
Khusus Lainnya pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang sama dari unit kerja
penempatan yang berbeda serta memenuhi PG SKD Formasi Umum dan berperingkat
terbaik.

BAG 5: KETENTUAN
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Contoh:

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, Formasi Disabilitas kosong (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

SKENARIO 1: FORMASI KHUSUS TIDAK TERISI/KOSONG

NO JABATAN KUALIFIKASI ALOKASI UNIT KETERANGAN

1 AHLI PERTAMA - PERAWAT NERS 8 RSUD BANAMA

Dibagi menjadi:
• Formasi Umum: 5
• Formasi Khusus:
▪ Formasi Cumlaude: 2
▪ Formasi Disabilitas: 1

25

Alokasi Pelamar
Peserta

SKB

Formasi Umum 5 20 15

Formasi Khusus: Cumlaude 2 7 6

Formasi Khusus: Disabilitas 1 1 0

1 2 3 4 5 15

1 2 3

peringkat:

Hasil Integrasi 
SKD-SKB

Lulus

1 2

Proses Pengisian
Formasi Kosong*

0 0

Lulus Akhir

1 2

1 23

Catatan:
* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude harus lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum untuk dapat
diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong. 

…

4 5 6

1 2 3 4 5

3 4 6 5 7 15
…

1 2 3 4 5
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Contoh:

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, Formasi Umum kosong (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

SKENARIO 2: FORMASI UMUM TIDAK TERISI/KOSONG

NO JABATAN KUALIFIKASI ALOKASI UNIT KETERANGAN

1 AHLI PERTAMA - PERAWAT NERS 8 RSUD BANAMA

Dibagi menjadi:
• Formasi Umum: 5
• Formasi Khusus:
▪ Formasi Cumlaude: 2
▪ Formasi Disabilitas: 1

26

Alokasi Pelamar
Peserta

SKB

Formasi Umum 5 1 0

Formasi Khusus: Cumlaude 2 6 6

Formasi Khusus: Disabilitas 1 3 3

1 2 3 4 5 6

1 2 3

peringkat:

Hasil Integrasi 
SKD-SKB

Lulus

1 2

1 21

Proses Pengisian
Formasi Kosong*

0 0 3 4 5 62 3

Lulus Akhir

3 4 52 3

1 2

1 21

Catatan:
* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude dan peringkat 2, 3 pada formasi disabilitas harus lulus Nilai Ambang Batas 
(PG) SKD Formasi Umum untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong. 
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Contoh:

Jika terjadi kekosongan formasi, dilakukan pengisian formasi kosong menggunakan Skenario 1 & 2 terlebih dahulu. 
Apabila masih terdapat formasi kosong, dilakukan sebagai berikut.

SKENARIO 3: SETELAH SKENARIO 1 & 2 MASIH TERDAPAT 
FORMASI KOSONG/TIDAK TERISI (1/2)

NO JABATAN KUALIFIKASI ALOKASI UNIT KETERANGAN

1 AHLI PERTAMA - PERAWAT NERS 4 RSUD CEMARA

• Formasi Umum: 2
• Formasi Khusus:
▪ Formasi Cumlaude: 1
▪ Formasi Disabilitas: 1

2 AHLI PERTAMA - PERAWAT NERS 2 PUSKESMAS MAKRAYU
• Formasi Umum: 1
• Formasi Khusus:
▪ Formasi Disabilitas: 1

3 AHLI PERTAMA - PERAWAT NERS 1 PUSKESMAS KERTAPATI • Formasi Umum: 1

4 AHLI PERTAMA - PERAWAT NERS 1 PUSKESMAS KERAMASAN • Formasi Umum: 1

27BAG 5: KETENTUAN
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SKENARIO 3: SETELAH SKENARIO 1 & 2 MASIH TERDAPAT 
FORMASI KOSONG/TIDAK TERISI (2/2)

Alokasi Pelamar
Peserta

SKB

RSUD CEMARA

• Formasi Umum

• Formasi Cumlaude

• Formasi Disabilitas

2

1

1

7

3

2

6

3

2

PUSKESMAS MAKRAYU

• Formasi Umum

• Formasi Disabilitas

1

1

3

2

3

2

PUSKESMAS KERTAPATI 1 0 0

PUSKESMAS KERAMASAN 1 1 0

1 2 3 4 5 6

1 2 3

peringkat:

Hasil Integrasi 
SKD-SKB

Lulus

1

Proses Pengisian
Formasi Kosong*

0

Lulus Akhir

1 2

1 2

1 2 3

1 2

1

1

1

0

2 2 3 2 2
…

6

1

1 2

1

1

1

2

2

Catatan:
* Peserta dari formasi cumlaude dan formasi disabilitas harus lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum
untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong. 
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RENCANA PENGADAAN PNS DAN PPPK NON GURU TAHUN 2021

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 
tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
3. Pelamar tidak pernah diberhentikan:

• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/PPPK;
• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
• tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

4. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
6. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
7. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
9. Persyaratan minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan 

Fungsional yang dilamar.
• Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :

▪ Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
▪ Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya non-

Pemerintah / Yayasan
• Tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit

B. KETENTUAN UMUM PPPK

BAG 5: KETENTUAN
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RENCANA PENGADAAN PNS DAN PPPK NON GURU TAHUN 2021RENCANA TES KOMPETENSI PPPK TAHUN 2021

BAG 5: KETENTUAN

TES KOMPETENSI
TES 

WAWANCARA

KOMPETENSI
TEKNIS

KOMPETENSI
MANAJERIAL

KOMPETENSI 
SOSIO KULTURAL

(BERBASIS KOMPUTER)

JUMLAH SOAL 70 - 100 soal 20 - 30 soal 10 - 20 soal 10 soal

WAKTU 120 - 160 menit 10 menit

TIPE SOAL
Pilihan ganda berjumlah 5

(Benar, Salah)

Pilihan ganda berjumlah 4

( Nilai: 4,3,2,1,0 )

Pilihan ganda berjumlah
5

( Nilai: 5,4,3,2,1,0 )

Pilihan ganda berjumlah 4

( Nilai: 4,3,2,1,0 )

PASSING GRADE

• PG Nilai Kompetensi Teknis, direkomendasikan oleh Instansi Pembina dan ditetapkan PANSELNAS
• PG Nilai Penjumlahan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, ditentukan PANSELNAS
• PG Wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh Instansi Pengguna

untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta.
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TES KOMPETENSI

KOMPETENSI
TEKNIS

KOMPETENSI
MANAJERIAL

KOMPETENSI 
SOSIO KULTURAL

MATERI

Pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur dan 
dikembangkan yang spesifik
berkaitan dengan bidang teknis
Jabatan

Pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap/perilaku dalam
berorganisasi yang dapat
diamati, diukur, dan 
dikembangkan terkait dengan:
• Integritas
• Kerjasama
• Orientasi pada hasil
• Komunikasi
• Pelayanan publik
• Pengembangan diri dan 

orang lain
• Pengambilan keputusan
• Mengelola perubahan

Pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku dalam berinteraksi dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, 
suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi
dan prinsip, dalam peran pemangku
jabatan sebagai perekat bangsa yang 
terkait dengan:
• Kepekaan terhadap perbedaaan

budaya
• Kemampuan berhubungan sosial
• Kepekaan terhadap konflik
• Pengendalian diri
• Empati

BAG 5: KETENTUAN
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C. KETENTUAN PPPK GURU

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
2. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan 

Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik

Kemendikbud;
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di 

Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.

❑ Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
❑ Verifikasi administrasi dilakukan berdasar Sertifikasi Pendidik terlebih dahulu. Apabila 

tidak sesuai dilakukan berdasar Kualifikasi Pendidikan ybs.
❑ Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021. 

BAG 5: KETENTUAN
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ALUR TAHAPAN SELEKSI PPPK GURU 

1

HONORER THK-II

2

GURU HONORER 
DI SEKOLAH NEGERI

3

GURU
DI SEKOLAH SWASTA

4

LULUSAN PPG

PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI BERKAS

OLEH KEMENDIKBUD

1 2 3 4

TES PERTAMA

1 2

Semua Peserta 
harus melakukan 
pendaftaran di 
awal

• Tidak dapat melamar ke
instansi lain.

• Jika formasi tersedia dan 
serdik atau kualifikasi ybs 
sesuai, harus melamar di 
formasi tsb.

• Jika formasi tidak tersedia 
dan/atau serdik/kualifikasi ybs 
tidak sesuai, dapat melamar di 
formasi lain di instansi tsb.

TES KEDUA

1 2 3 4

yang tidak lulus 
tes pertama

• Peserta memilih kembali formasi di 
instansinya yang masih belum terisi 
sesuai serdik atau kualifikasi ybs.

• Peserta 1, 2, & 3 tidak dapat 
melamar di instansi lain.

• Peserta 4 melamar di instansi
sesuai dengan domisilinya

• Diambil nilai tertinggi antara PG-1 
dan PG-2.

TES KETIGA

1 2 3 4

yang tidak lulus tes kedua

• Peserta memilih kembali 
formasi yang masih belum 
terisi sesuai serdik atau 
kualifikasi ybs.

• Seluruh peserta dapat melamar 
di instansi lain.

• Diambil nilai tertinggi antara 
PG-1, PG-2, & PG-3

PENGISIAN FORMASI KOSONG

• Setelah tes ketiga, formasi yang masih 
belum terisi dapat dilakukan optimalisasi 
pengisian formasi kosong.

• Pengisian formasi kosong dilakukan 
berdasarkan rangking penilaian Sekolah 
yang akan ditentukan Kemendikbud.

Peserta: Peserta: 

Peserta: 

Peserta: 

BAG 5: KETENTUAN
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JENIS TAMBAHAN NILAI/AFIRMASI PADA 
PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS PPPK GURU

Pada seleksi PPPK Guru 2021, akan diberikan tambahan nilai/afirmasi pada penilaian Kompetensi Teknis 
dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai/afirmasi sebagai berikut:

JENIS TAMBAHAN NILAI/AFIRMASI JUMLAH TAMBAHAN NILAI KETERANGAN

1 Sertifikat Pendidik 100%
dari nilai maks. Kompetensi Teknis

Berlaku untuk semua peserta yang memiliki
sertifikat pendidik yang linier dengan formasi
yang dilamar.

2 Usia 15%
dari nilai maks. Kompetensi Teknis

Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan 
berstatus aktif sebagai Guru selama 3 tahun
terakhir (berdasarkan data Dapodik).

3 Disabilitas 10%
dari nilai maks. Kompetensi Teknis

• Kriteria guru yang bisa melamar akan 
disiapkan oleh Kemendikbud.

• Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud 
dengan metode verifikasi video.

4 Guru Honorer THK-II 10%
dari nilai maks. Kompetensi Teknis

Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan 
berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun
terakhir (berdasarkan Data Dapodik).

Catatan:
• Tambahan nilai/afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif.
• Nilai total Kompetensi Teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal Kompetensi Teknis.

BAG 5: KETENTUAN
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RENCANA PENGADAAN PNS DAN PPPK NON GURU TAHUN 2021

Bentuk digital dari Keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN di masing-masing instansi 
dapat diunduh di aplikasi e-Formasi Kementerian PANRB dengan cara sebagai berikut.

TATA CARA UNDUH 
PENETAPAN KEBUTUHAN

BAG 6: TATA CARA UNDUH PENETAPAN FORMASI

1
Login sebagai

admin pusat kepegawaian

2
Pilih Menu Dokumen

→ Unduh dokumen

4
Buka file pdf untuk melihat

penetapan CASN 2021

3
Pilih dokumen

[kode]_[instansi]_ 

PENETAPAN_CASN_2021.pdf

Catatan: Bentuk digital Keputusan Menteri PANRB tersebut dapat mulai diunduh setelah sesi II rapat ini selesai. 
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@kempanrb @kemenpanrb Kementerian-PANRB
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DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

DISCLAIMER:

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or 
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TELAAHAN  STAF 

 
 

 
TELAAH STAF  

 
Kepada : Yth. 1.  Bpk Walikota Denpasar 

  2.  Bpk Wakil Walikota Denpasar 
    3.  Bpk Pj.Sekretaris Daerah Kota Denpasar 
   

Dari :   Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 
Denpasar  

Tanggal :  16 Maret 2021 
Nomor      :   810/839/BKPSDM 
Lampiran:  Laporan Hasil Rakor Penyederhanaan  Birokrasi dan  Pengadaan CASN 

Tahun 2021 
Hal :   Mohon Pergeseran Anggaran Kegiatan  pada APBD  Tahun Anggaran  2021  

 

 

I. Persoalan : 
1. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi penyederhanaan  Birokrasi dan 

Pengadaan CASN Tahun 2021 yang diselenggarakan  melalui daring 
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi RI yang dihadiri oleh Bpk. Wakil Presiden RI, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala 
BKN dan Pejabat Tinggi di Lingkungan Instansi Pusat dan Daerah 
pada Hari Kamis, 4 Maret 2021;  

2. Dalam Rakor disampaikan  pula  tentang persiapan pengadaan CASN 
Tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Tahun 
2021; 

3. Terkait  rencana pelaksanaan Pengadaan CASN Tahun 2021 yang akan 
dilaksanakan pada awal Tahun 2021 (dimulai sekitar bulan 
April/Mei  2021), maka dengan ini disampaikan bahwa kami belum 
mendapatkan Anggaran pelaksanaan Kegiatan  Induk 2021 pada APBD  
Kota Denpasar untuk Kegiatan Koordinasi dan Pasilitasi Pengadaan 
PNS dan PPPK Tahun Anggaran 2021.     

II. Praanggapan: 
Sesuai dengan hasil pelaksanaan Seleksi CPNS formasi Tahun 2019 yang 
dilaksanakan bersamaan dengan adanya  penyebaran Virus Covid 19, 
yang telah  dapat diselenggarakan  dengan lancar  sesuai dengan  
Ketentuan yang berlaku dan peserta CPNS yang lulus seleksi sudah  
menerima SK CPNS dan sudah ditempatkan sesuai dengan formasi yang 
dilamar pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Denpasar. 

III. Pakta fakta yang mempengaruhi : 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 

d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara  Nomor 14  Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis  Pengadaan  Pegawai Negeri Sipil; 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan  Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test; 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-001005-SRT-0320212_conv.pdf



2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja;  

g. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur 
Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test 
Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).  

   
IV. Analisis : 

1. Sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Kepegawaian  Negara pada 
saat Rapat Kordinasi Penyederhanaan  Birokrasi dan Pengadaan 
CASN Tahun 2021 bahwa pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2021 akan 
diselenggarakan antara bulan April atau bulan Mei 2021;  

2. Dalam Rapat Koordinasi dibahas tentang : 

• Kebijakan Pengadaan ASN 

• Makanisme pengadaan ASN 

• Tim Panselnas 2021 

• Progres Perencanaan dan Pengadaan ASN 2021 
3. Sesuai  yang disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi 

yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden RI, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara serta Pejabat tinggi di Instansi 
Pemerintah Pusat dan Daerah.  

V. Kesimpulan :  
1. Rencana Pelaksanaan Pengadaan CASN Tahun 2021 akan dilaksanakan 

pada awal Tahun 2021 (sekitar bulan April dan Mei 2021)  
2. Anggaran Kegiatan untuk Pelaksanaan Pengadaan CASN Tahun 2021 

pada Anggaran Induk APBD Tahun Anggaran 2021 saat ini belum ada 
disediakan Anggaran; 

3. Terkait hal tersebut kami akan koordinasi lebih lanjut dengan  
Pemerintah  pusat ( KemenPanRB dan BKN)   

VI. Saran : 
Terkait rencana  tersebut  dengan ini kami mohon untuk dapat  
dilakukan pergeseran Anggaran Kegiatan pada Anggaran Induk APBD 
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 untuk Kegiatan Koordinasi dan 
Pasilitasi Pengadaan CPNS dan PPPK Tahun  2021.  

VII.  Penutup. 
Demikian Telaahan Staf  ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya serta  mohon arahannya  dan petunjuk lebih lanjut 
 
 

Denpasar, 16 Maret 2021   

 



 

 
 

 

 

 

 

TELAAHAN  STAF 

 
 

 

LAPORAN 

TENTANG 

RAPAT KOORDINASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN PENGADAAN CASN  

TAHUN 2021 OLEH MENPAN-RB 

 

Kepada :  Yth.  1.   Walikota Denpasar 

2. Wakil Walikota Denpasar 

3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar 

   

Dari :  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Denpasar  
 

I. Pendahuluan 

A. Umum/Latar belakang : 

1. Dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil 

Negara Tahun 2021; 

2. Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil 

Negara Tahun 2021 pada Kamis, 4 Maret 2021. 

B. Landasan Hukum :  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja. 

C. Maksud dan Tujuan :  

1. Maksud Rapat ini adalah untuk mengkoordinasikan Penyederhanaan Birokrasi dan 

persiapan pelaksanaan Pengadaaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021; 

2. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui proses dan tahapan Penyerderhanaan 

Birokrasi serta mekanisme Pengaadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.  

 

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan 

1. Pengarahan dan pembukaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia; 

2. Materi Kebijakan dan Perkembangan Penyederhanaan Birokrasi oleh Deputi Bidang 

Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB; 

3. Materi Kebijakan Pengadaan CASN 2021 oleh Deputi Bidang SDM Aparatur       

Kemenpan-RB; 

4. Materi Teknis Pelaksanaan Seleksi CASN 2021 oleh Kepala BKN. 

 

 

 

 

 

 

 
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-001007-SRT-0320211_conv.pdf



III. Hasil Yang Dicapai; 

1. Seleksi Sekolah Kedinasan 2021 diperkirakan akan dimulai dengan pendaftaran 

pada bulan April 2021; 

2. Seleksi PPPK Guru 2021 dengan formasi 1 Juta guru diperkirakan akan 

dilaksanakan pada bulan Mei 2021; 

3. Seleksi CPNS 2021 dan PPPK (non-guru) diperkirakan akan dilaksanakan pada 

bulan Mei 2021; 

4. Pendaftaran dan verifikasi PPPK Guru 2021 akan dilakukan melalui SSPPPK 

(Sistem Seleksi PPPK), dan Ujian Seleksinya direncanakan dengan menggunakan 

UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

5. Pendaftaran dan verifikasi CPNS 2021 akan dilakukan melaluoi SSCN (Sistem 

Seleksi CPNS) dan Ujian Seleksinya akan menggunakan CAT-BKN. 

 

IV. Kesimpulan dan Saran  

A. Kesimpulan 

1. Sesuai arahan Kepala Badan Kepegawaian Negara pelaksanaan Pengadaan Calon 

Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 yang terdiri dari Seleksi PPPK (guru/non-guru) 

dan Seleksi CPNS diperkirakan akan dilakukan bersamaan pada bulan Mei 2021; 

2. Belum tersedianya anggaran kegiatan Seleksi CASN pada APBD Induk 2021 Kota 

Denpasar. 

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan pergeseran anggaran pada bulan Mei 2021 dalam rangka 

pelaksanaan Seleksi CASN Kota Denpasar; 

2. Perlu melakukan koordinasi secara rutin terkait penggunaan fasilitas pelaksanaan 

Seleksi CASN tahun 2021. 

 

 Demikian laporan kami disampaikan, selanjutnya mohon arahan dan keputusan. 

 

         Denpasar, 16 Maret 2021 

 



 

 
 

 

 

 

 

TELAAHAN  STAF 

 
 

 
LAPORAN 

TENTANG 

PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN ANGGARAN 2021  

DENGAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)   

   
 

 

 

I.Pendahuluan : 
A. Umum/Latar belakang : 

1. Sesuai dengan Surat dari Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 155/R.-KS.04.01/SD/KR.X/2021 tanggal 30 April 2021,  
Hal Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021 dengan 
Computer Assisted Test (CAT); 

2. Dalam rangka Persiapan pelaksanaan seleksi CPNS  perlu memastikan 
kelengkapan  dan fungsi infrastruktur seleksi CPNS dengan 
menggunakan sistem Computer Assisted  Test (CAT) dimohon kepada 
masing-masing Instansi untuk menyampaikan rencana pelaksanaan 
Seleksi CPNS dengan memilih Opsi sebagai berikut : 
a. Menyiapkan Stasiun CAT Mandiri dan rencana lokasi pelaksanaan, 

serta jumlah PC yang digunakan; 
b. Co-sharing dengan instansi terdekat untuk menyiapkan Stasiun 

CAT serta lokasi  pelaksanaan dan rencana Personal Computer (PC) 
yang digunakan; 

c. Bergabung dengan fasilitas Stasiun CAT Kantor Regional X 
BKN/Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN. 

B. Landasan Hukum :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang 

Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted 
Test Badan Kepegawaian Negara; 

4.Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur 
Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan 
Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan 
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

   
C. Maksud dan Tujuan :  

Maksud dan tujuan Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 
2021 dengan Computer Assisted Test (CAT) adalah  untuk memastikan 
kelengkapan dan fungsi infrastruktur seleksi CPNS dengan menggunakan 
sistem Computer Assisted Test (CAT) bagi Instansi Pemerintah Daerah 
diwilayah Kerja Kantor Regional X BKN yang akan menyelenggaran 
Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021.  
 
 
 
 
 
 

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000225-SRT-0520211_conv.pdf

 



 
II. Kegiatan yang dilaksanakan : 

Dalam rangka persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021, 
kita telah menyampaikan  surat kepada Kepala Kantor Regional X BKN  
sesuai surat Nomor 813 / 1150 /BKPSDM tanggal 3 Mei 2021 perihal 
Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021 dengan 
Computer Assisted Test (CAT) dengan  memilih opsi 3 (tiga) yaitu 
bergabung dengan fasilitas Stasiun CAT Kantor Regional X BKN/Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) BKN. 

 
III. Hasil yang dicapai : 

a. Sesuai dengan estimasi jadwal yang disampaikan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan 
Kepegawaian Negara bahwa kegiatan Rekrutmen  CPNS Tahun Anggaran 
2021 rencananya diselenggarakan pada bulan Juli 2021; 

b. Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021 dengan 
Computer Assisted Test (CAT)  sesuai dengan isi surat dari Kepala 
Kantor Regional X BKN,  maka  Pemerintah Kota Denpasar rencananya 
akan  memilih opsi 3 (tiga) yaitu bergabung dengan fasilitas Stasiun 
CAT Kantor Regional X BKN/Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN; 

c. Rencana kita memilih opsi 3 (tiga) karena sampai saat ini masih 
belum adanya  kepastian untuk mendapatkan  Anggaran Kegiatan 
Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021 khususnya anggaran biaya sewa 
Computer dan jaringan. 
 

VI. Kesimpulan dan Saran:  
1. Kegiatan Rekrutmen  CPNS Tahun Anggaran 2021 rencananya 

diselenggarakan pada bulan Juli 2021; 
2. Pemerintah Kota Denpasar rencananya akan memilih  opsi 3 (tiga) 

yaitu bergabung dengan fasilitas Stasiun CAT Kantor Regional X 
BKN/Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN; 

3. Saat ini masih belum adanya kepastian untuk mendapatkan Anggaran 
Kegiatan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021 khususnya untuk 
angggaran sewa computer dan jaringan. 

 
V. Penutup : 
  

Demikian  disampaikan mohon arahannya dan petunjuk lebih lanjut. 
 
 

Denpasar, 4 Mei 2021 

 



 
  
 
 
 
 
Nomor :   B/533/SM.01.00/2021                                  3 Mei  2021 
Sifat :    Segera 
Hal : Undangan Rapat Virtual Diskusi dan Tanya Jawab  
  Persiapan Pengadaan CASN Tahun 2021 
 
Yth: 
Kepala BKD/BKPSDM Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (terlampir) 
di 
Tempat  
 

Bersama ini kami sampaikan, dalam rangka persiapan pengadaan CASN 

Tahun 2021, Kementerian PANRB bermaksud menyelenggarakan rapat virtual diskusi 

dan tanya jawab yang akan diselenggarakan pada: 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 6 Mei 2021  

Waktu  : Sesi 1 Pukul 08.30 WIB s.d 10.30 WIB (daftar Pemda terlampir) 

Sesi 2 Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB (daftar Pemda terlampir) 

Agenda : - Tata cara unduh dokumen Keputusan Menteri PANRB 

tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada aplikasi e-Formasi; 

- Diskusi dan tanya jawab terkait penjadwalan dan kebijakan 

pengadaan CASN Tahun 2021. 

Pimpinan Rapat :  Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 

 
Mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon Saudara dapat hadir atau 

menugaskan paling banyak 1 (satu) pejabat atau pegawai yang membidangi 

untuk menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, tata cara/panduan rapat virtual, 

narahubung, dan daftar instansi,  terdapat pada lampiran I, II, III, dan IV.  

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami 

ucapkan terima kasih.  

  

        Plt. Asisten Deputi Perencanaan  
        dan Pengadaan SDM Aparatur, 
         
                  
 
 
         Katmoko Ari Sambodo  

 Tembusan: 
1. Menteri PANRB; 
2. Kepala BKN; 
3. Sekretaris Kementerian PANRB; 
4. Deputi Bidang SDM Aparatur.  



 
          
       Lampiran I 
       Nomor :   B/ 533 /SM.01.00/2021     
       Tanggal :    3 Mei 2021 

 
TATA CARA/PANDUAN TEKNIS  

RAPAT VIRTUAL DISKUSI DAN TANYA JAWAB  
PERSIAPAN PENGADAAN CASN TAHUN 2021 

Kamis, 6 Mei 2021 
 

 

No Jadwal Waktu Meeting ID Password 

1 Sesi I Pukul 08.30 s.d. 10.30 WIB 810 0879 5628 panrb_6 

2 Sesi II Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB 833 5032 5332 panrb_7 

 
 

1. Peserta agar masuk ke ZOOM video conference menggunakan zoom meeting 

ID dan password tersebut di atas atau dapat menggunakan tautan sebagai 

berikut: 

Sesi I 

https://us02web.zoom.us/j/81008795628?pwd=UFhpcVZPdEp2TGdVczNsbW

lIV2Jodz09 

Sesi II 

https://us02web.zoom.us/j/83350325332?pwd=VW1Ca0Vxakova0pSTFBzc0

Z1RWVrdz09 

2. Jumlah peserta paling banyak 1 (satu) orang dari masing-masing Pemda yang 

meliputi perwakilan dari BKD/BKPSDM; 

3. Saat masuk pada aplikasi zoom video conference, peserta wajib menggunakan 

format nama sebagai berikut:  

instansi - jabatan - nama  

(contoh: Pemkot Medan – Analis SDM Aparatur – Haris)  

4. Peserta wajib menggunakan format penulisan nama tersebut angka 3. Apabila 

peserta tidak menggunakan format tersebut, host tidak akan mengijinkan 

(admit)  untuk mengikuti rapat virtual; 

5. Mohon untuk menjaga kerahasiaan dengan tidak menyebarluaskan 

tautan/password/meeting ID kepada pihak yang tidak berkepentingan; 

6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung yang terdapat 

pada lampiran II.  

 
 

https://us02web.zoom.us/j/81008795628?pwd=UFhpcVZPdEp2TGdVczNsbWlIV2Jodz09
https://us02web.zoom.us/j/81008795628?pwd=UFhpcVZPdEp2TGdVczNsbWlIV2Jodz09
https://us02web.zoom.us/j/83350325332?pwd=VW1Ca0Vxakova0pSTFBzc0Z1RWVrdz09
https://us02web.zoom.us/j/83350325332?pwd=VW1Ca0Vxakova0pSTFBzc0Z1RWVrdz09


 
        Lampiran II 
       Nomor :   B/ 533 /SM.01.00/2021     
       Tanggal :    3 Mei 2021 

 
 

DAFTAR NARAHUBUNG/PIC  
RAPAT VIRTUAL DISKUSI DAN TANYA JAWAB  
PERSIAPAN PENGADAAN CASN TAHUN 2021 

 
 

No Nama Nomor HP PIC Provinsi/Kabupaten/Kota 

1 Arkan 0812-6786-4545 Aceh dan Sumatera Utara  

2 Cindy 0823-8583-4842 Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, 
dan Jambi 

3 Yoga 0858-5436-3068 Sumatera Selatan, Bangka Belitung, 
Bengkulu, dan Lampung 

4 Tanaya 0857-2780-0338 DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan DI 
Yogyakarta  

5 Widita 0812-2004-4491 Jawa Tengah 

6 Konita 0852-7192-5000 Jawa Timur 

7 Eva 0877-2371-4982 Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Utara 

8 Dewi 0881-0241-83410 Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi 
Tengah, dan Sulawesi Barat 

9 Fathimah 0812-2358-5879 Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Tenggara 

10 Aldita 0813-1526-8393 Bali, NTB, dan NTT 

11 Vin  0813-1759-3831 Maluku 

12 Isti 0858-5862-9912 Maluku Utara 

13 Haris 0857-1767-4876 Papua dan Papua Barat 

 
 

*harap menghubungi melalui telepon/pesan Whatsapp mulai pukul 07.30 s.d. 
16.00 WIB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Lampiran III 
       Nomor :   B/ 533 /SM.01.00/2021     
       Tanggal :   3 Mei  2021 

 
 

DAFTAR UNDANGAN  
RAPAT VIRTUAL DISKUSI DAN TANYA JAWAB  
PERSIAPAN PENGADAAN CASN TAHUN 2021 

 
 
SESI I (Pukul 08.30 s.d. 10.30 WIB) 
 

No. INSTANSI 

1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

2 Pemerintah Kab. Sambas 

3 Pemerintah Kab. Sanggau 

4 Pemerintah Kab. Sintang 

5 Pemerintah Kab. Mempawah 

6 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 

7 Pemerintah Kab. Ketapang 

8 Pemerintah Kab. Bengkayang 

9 Pemerintah Kab. Landak 

10 Pemerintah Kab. Melawi 

11 Pemerintah Kab. Sekadau 

12 Pemerintah Kab. Kubu Raya 

13 Pemerintah Kab. Kayong Utara 

14 Pemerintah Kota Pontianak 

15 Pemerintah Kota Singkawang 

16 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

17 Pemerintah Kab. Barito Utara 

18 Pemerintah Kab. Barito Selatan 

19 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 

20 Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 

21 Pemerintah Kab. Pulang Pisau 

22 Pemerintah Kab. Gunung Mas 

23 Pemerintah Kab. Lamandau 

24 Pemerintah Kab. Sukamara 

25 Pemerintah Kab. Murung Raya 

26 Pemerintah Kab. Katingan 

27 Pemerintah Kab. Seruyan 

28 Pemerintah Kab. Barito Timur 

29 Pemerintah Kota Palangka Raya 

30 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

31 Pemerintah Kab. Banjar 

32 Pemerintah Kab. Tanah Laut 

33 Pemerintah Kab. Tapin 

34 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan 

35 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah 

36 Pemerintah Kab. Barito Kuala 



No. INSTANSI 

37 Pemerintah Kab. Tabalong 

38 Pemerintah Kab. Kotabaru 

39 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 

40 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 

41 Pemerintah Kab. Balangan 

42 Pemerintah Kota Banjarmasin 

43 Pemerintah Kota Banjarbaru 

44 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

45 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 

46 Pemerintah Kab. Paser 

47 Pemerintah Kab. Berau 

48 Pemerintah Kab. Kutai Barat 

49 Pemerintah Kab. Kutai Timur 

50 Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 

51 Pemerintah Kab. Mahakam Ulu 

52 Pemerintah Kota Samarinda 

53 Pemerintah Kota Balikpapan 

54 Pemerintah Kota Bontang 

55 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

56 Pemerintah Kab. Minahasa 

57 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 

58 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 

59 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 

60 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 

61 Pemerintah Kab. Minahasa Utara 

62 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 

63 Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 

64 Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara 

65 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 

66 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 

67 Pemerintah Kota Manado 

68 Pemerintah Kota Bitung 

69 Pemerintah Kota Tomohon 

70 Pemerintah Kota KotaMobagu 

71 Pemerintah Provinsi Gorontalo 

72 Pemerintah Kab. Gorontalo 

73 Pemerintah Kab. Boalemo 

74 Pemerintah Kab. Pohuwato 

75 Pemerintah Kab. Bone Bolango 

76 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 

77 Pemerintah Kota Gorontalo 

78 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

79 Pemerintah Kab. Poso 

80 Pemerintah Kab. Donggala 

81 Pemerintah Kab. Tolitoli 

82 Pemerintah Kab. Banggai 

83 Pemerintah Kab. Buol 



No. INSTANSI 

84 Pemerintah Kab. Morowali 

85 Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan 

86 Pemerintah Kab. Parigi Moutong 

87 Pemerintah Kab. Tojo Una Una 

88 Pemerintah Kab. Sigi 

89 Pemerintah Kab. Banggai Laut 

90 Pemerintah Kab. Morowali Utara 

91 Pemerintah Kota Palu 

92 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

93 Pemerintah Kab. Pinrang 

94 Pemerintah Kab. Gowa 

95 Pemerintah Kab. Wajo 

96 Pemerintah Kab. Bone 

97 Pemerintah Kab. Tana Toraja 

98 Pemerintah Kab. Maros 

99 Pemerintah Kab. Luwu 

100 Pemerintah Kab. Sinjai 

101 Pemerintah Kab. Bulukumba 

102 Pemerintah Kab. Bantaeng 

103 Pemerintah Kab. Jeneponto 

104 Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar 

105 Pemerintah Kab. Takalar 

106 Pemerintah Kab. Barru 

107 Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang 

108 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 

109 Pemerintah Kab. Soppeng 

110 Pemerintah Kab. Enrekang 

111 Pemerintah Kab. Luwu Utara 

112 Pemerintah Kab. Luwu Timur 

113 Pemerintah Kab. Toraja Utara 

114 Pemerintah Kota Makassar 

115 Pemerintah Kota Parepare 

116 Pemerintah Kota Palopo 

117 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 

118 Pemerintah Kab. Konawe 

119 Pemerintah Kab. Buton 

120 Pemerintah Kab. Muna 

121 Pemerintah Kab. Kolaka 

122 Pemerintah Kab. Konawe Selatan 

123 Pemerintah Kab. Kolaka Utara 

124 Pemerintah Kab. Bombana 

125 Pemerintah Kab. Wakatobi 

126 Pemerintah Kab. Buton Utara 

127 Pemerintah Kab. Konawe Utara 

128 Pemerintah Kab. Kolaka Timur 

129 Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan 

130 Pemerintah Kab. Buton Selatan 



No. INSTANSI 

131 Pemerintah Kab. Buton Tengah 

132 Pemerintah Kab. Muna Barat 

133 Pemerintah Kota Kendari 

134 Pemerintah Kota Baubau 

135 Pemerintah Provinsi Bali 

136 Pemerintah Kab. Buleleng 

137 Pemerintah Kab. Jembrana 

138 Pemerintah Kab. Klungkung 

139 Pemerintah Kab. Gianyar 

140 Pemerintah Kab. Karangasem 

141 Pemerintah Kab. Bangli 

142 Pemerintah Kab. Badung 

143 Pemerintah Kab. Tabanan 

144 Pemerintah Kota Denpasar 

145 Pemerintah Provinsi NTB 

146 Pemerintah Kab. Lombok Barat 

147 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 

148 Pemerintah Kab. Lombok Timur 

149 Pemerintah Kab. Bima 

150 Pemerintah Kab. Sumbawa 

151 Pemerintah Kab. Dompu 

152 Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 

153 Pemerintah Kab. Lombok Utara 

154 Pemerintah Kota Mataram 

155 Pemerintah Kota Bima 

156 Pemerintah Provinsi NTT 

157 Pemerintah Kab. Kupang 

158 Pemerintah Kab. Belu 

159 Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 

160 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 

161 Pemerintah Kab. Alor 

162 Pemerintah Kab. Sikka 

163 Pemerintah Kab. Flores Timur 

164 Pemerintah Kab. Ende 

165 Pemerintah Kab. Ngada 

166 Pemerintah Kab. Manggarai 

167 Pemerintah Kab. Sumba Timur 

168 Pemerintah Kab. Sumba Barat 

169 Pemerintah Kab. Lembata 

170 Pemerintah Kab. Rote Ndao 

171 Pemerintah Kab. Manggarai Barat 

172 Pemerintah Kab. Manggarai Timur 

173 Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 

174 Pemerintah Kab. Nagekeo 

175 Pemerintah Kab. Sumba Tengah 

176 Pemerintah Kab. Sabu Raijua 

177 Pemerintah Kab. Malaka 



No. INSTANSI 

178 Pemerintah Kota Kupang 

179 Pemerintah Provinsi Maluku 

180 Pemerintah Kab. Maluku Tengah 

181 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 

182 Pemerintah Kab. Buru 

183 Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar 

184 Pemerintah Kab. Kepulauan Aru 

185 Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat 

186 Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur 

187 Pemerintah Kab. Buru Selatan 

188 Pemerintah Kota Ambon 

189 Pemerintah Kota Tual 

190 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

191 Pemerintah Kab. Halmahera Barat 

192 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 

193 Pemerintah Kab. Kepulauan Sula 

194 Pemerintah Kab. Halmahera Selatan 

195 Pemerintah Kab. Halmahera Utara 

196 Pemerintah Kab. Halmahera Timur 

197 Pemerintah Kab. Pulau Morotai 

198 Pemerintah Kab. Pulau Taliabu 

199 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 

200 Pemerintah Provinsi Papua 

201 Pemerintah Kab. Jayapura 

202 Pemerintah Kab. Biak Numfor 

203 Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen 

204 Pemerintah Kab. Merauke 

205 Pemerintah Kab. Jayawijaya 

206 Pemerintah Kab. Nabire 

207 Pemerintah Kab. Puncak Jaya 

208 Pemerintah Kab. Paniai 

209 Pemerintah Kab. Mimika 

210 Pemerintah Kab. Boven Digoel 

211 Pemerintah Kab. Mappi 

212 Pemerintah Kab. Asmat 

213 Pemerintah Kab. Yahukimo 

214 Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang 

215 Pemerintah Kab. Tolikara 

216 Pemerintah Kab. Sarmi 

217 Pemerintah Kab. Keerom 

218 Pemerintah Kab. Waropen 

219 Pemerintah Kab. Supiori 

220 Pemerintah Kab. Mamberamo Raya 

221 Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah 

222 Pemerintah Kab. Lanny Jaya 

223 Pemerintah Kab. Yalimo 

224 Pemerintah Kab. Nduga 



No. INSTANSI 

225 Pemerintah Kab. Dogiyai 

226 Pemerintah Kab. Puncak 

227 Pemerintah Kab. Deiyai 

228 Pemerintah Kab. Intan Jaya 

229 Pemerintah Kota Jayapura 

230 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

231 Pemerintah Kab. Bintan 

232 Pemerintah Kab. Karimun 

233 Pemerintah Kab. Natuna 

234 Pemerintah Kab. Lingga 

235 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 

236 Pemerintah Kota Batam 

237 Pemerintah Kota Tanjungpinang 

238 Pemerintah Provinsi Papua Barat 

239 Pemerintah Kab. Sorong 

240 Pemerintah Kab. Sorong Selatan 

241 Pemerintah Kab. Raja Ampat 

242 Pemerintah Kab. Manokwari 

243 Pemerintah Kab. Teluk Bintuni 

244 Pemerintah Kab. Teluk Wondama 

245 Pemerintah Kab. Fak-Fak 

246 Pemerintah Kab. Kaimana 

247 Pemerintah Kab. Tambrauw 

248 Pemerintah Kab. Maybrat 

249 Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak 

250 Pemerintah Kab. Manokwari Selatan 

251 Pemerintah Kota Sorong 

252 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 

253 Pemerintah Kab. Pasangkayu 

254 Pemerintah Kab. Mamuju 

255 Pemerintah Kab. Mamasa 

256 Pemerintah Kab. Polewali Mandar 

257 Pemerintah Kab. Majene 

258 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah 

259 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

260 Pemerintah Kab. Bulungan 

261 Pemerintah Kab. Malinau 

262 Pemerintah Kab. Nunukan 

263 Pemerintah Kab. Tana Tidung 

264 Pemerintah Kota Tarakan 

 
 
 
 
 
 
 
 



SESI II (Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB) 
 

No. INSTANSI 

1 Pemerintah Aceh 

2 Pemerintah Kab. Aceh Besar 

3 Pemerintah Kab. Pidie 

4 Pemerintah Kab. Aceh Utara 

5 Pemerintah Kab. Aceh Timur 

6 Pemerintah Kab. Aceh Selatan 

7 Pemerintah Kab. Aceh Barat 

8 Pemerintah Kab. Aceh Tengah 

9 Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 

10 Pemerintah Kab. Simeulue 

11 Pemerintah Kab. Bireuen 

12 Pemerintah Kab. Aceh Singkil 

13 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 

14 Pemerintah Kab. Gayo Lues 

15 Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 

16 Pemerintah Kab. Nagan Raya 

17 Pemerintah Kab. Aceh Jaya 

18 Pemerintah Kab. Bener Meriah 

19 Pemerintah Kab. Pidie Jaya 

20 Pemerintah Kota Sabang 

21 Pemerintah Kota Banda Aceh 

22 Pemerintah Kota Langsa 

23 Pemerintah Kota Lhokseumawe 

24 Pemerintah Kota Subulussalam 

25 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

26 Pemerintah Kab. Deli Serdang 

27 Pemerintah Kab. Karo 

28 Pemerintah Kab. Langkat 

29 Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah 

30 Pemerintah Kab. Simalungun 

31 Pemerintah Kab. Labuhanbatu 

32 Pemerintah Kab. Dairi 

33 Pemerintah Kab. Tapanuli Utara 

34 Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan 

35 Pemerintah Kab. Asahan 

36 Pemerintah Kab. Nias 

37 Pemerintah Kab. Toba Samosir 

38 Pemerintah Kab. Mandailing Natal 

39 Pemerintah Kab. Nias Selatan 

40 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 

41 Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 

42 Pemerintah Kab. Samosir 

43 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 

44 Pemerintah Kab. Padang Lawas 

45 Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara 



No. INSTANSI 

46 Pemerintah Kab. Batubara 

47 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan 

48 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 

49 Pemerintah Kab. Nias Barat 

50 Pemerintah Kab. Nias Utara 

51 Pemerintah Kota Medan 

52 Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

53 Pemerintah Kota Binjai 

54 Pemerintah Kota Pematang Siantar 

55 Pemerintah Kota Sibolga 

56 Pemerintah Kota Padangsidimpuan 

57 Pemerintah Kota Gunung Sitoli 

58 Pemerintah Provinsi Riau 

59 Pemerintah Kab. Kampar 

60 Pemerintah Kab. Bengkalis 

61 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 

62 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 

63 Pemerintah Kab. Pelalawan 

64 Pemerintah Kab. Rokan Hulu 

65 Pemerintah Kab. Rokan Hilir 

66 Pemerintah Kab. Siak 

67 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 

68 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 

69 Pemerintah Kota Pekanbaru 

70 Pemerintah Kota Dumai 

71 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

72 Pemerintah Kab. Agam 

73 Pemerintah Kab. Pasaman 

74 Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 

75 Pemerintah Kab. Solok 

76 Pemerintah Kab. Padang Pariaman 

77 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 

78 Pemerintah Kab. Tanah Datar 

79 Pemerintah Kab. Sijunjung 

80 Pemerintah Kab. Kep. Mentawai 

81 Pemerintah Kab. Solok Selatan 

82 Pemerintah Kab. Dharmasraya 

83 Pemerintah Kab. Pasaman Barat 

84 Pemerintah Kota Bukittinggi 

85 Pemerintah Kota Padang Panjang 

86 Pemerintah Kota Sawahlunto 

87 Pemerintah Kota Solok 

88 Pemerintah Kota Padang 

89 Pemerintah Kota Payakumbuh 

90 Pemerintah Kota Pariaman 

91 Pemerintah Provinsi Jambi 

92 Pemerintah Kab. Batang Hari 



No. INSTANSI 

93 Pemerintah Kab. Bungo 

94 Pemerintah Kab. Merangin 

95 Pemerintah Kab. Kerinci 

96 Pemerintah Kab. Sarolangun 

97 Pemerintah Kab. Tebo 

98 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 

99 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur 

100 Pemerintah Kota Jambi 

101 Pemerintah Kota Sungai Penuh 

102 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

103 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 

104 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 

105 Pemerintah Kab. Muara Enim 

106 Pemerintah Kab. Lahat 

107 Pemerintah Kab. Musi Rawas 

108 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 

109 Pemerintah Kab. Banyuasin 

110 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 

111 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. 

112 Pemerintah Kab. Ogan Ilir 

113 Pemerintah Kab. Empat Lawang 

114 Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara 

115 Pemerintah Kota Palembang 

116 Pemerintah Kota Pagar Alam 

117 Pemerintah Kota Lubuk Linggau 

118 Pemerintah Kota Prabumulih 

119 Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 

120 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 

121 Pemerintah Kab. Bangka 

122 Pemerintah Kab. Belitung 

123 Pemerintah Kab. Bangka Barat 

124 Pemerintah Kab. Bangka Tengah 

125 Pemerintah Kab. Bangka Selatan 

126 Pemerintah Kab. Belitung Timur 

127 Pemerintah Kota Pangkal Pinang 

128 Pemerintah Provinsi Bengkulu 

129 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 

130 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 

131 Pemerintah Kab. Rejang Lebong 

132 Pemerintah Kab. Kaur 

133 Pemerintah Kab. Seluma 

134 Pemerintah Kab. Mukomuko 

135 Pemerintah Kab. Kepahiang 

136 Pemerintah Kab. Lebong 

137 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 

138 Pemerintah Kota Bengkulu 

139 Pemerintah Provinsi Lampung 



No. INSTANSI 

140 Pemerintah Kab. Lampung Selatan 

141 Pemerintah Kab. Lampung Tengah 

142 Pemerintah Kab. Lampung Utara 

143 Pemerintah Kab. Lampung Barat 

144 Pemerintah Kab. Tulang Bawang 

145 Pemerintah Kab. Tanggamus 

146 Pemerintah Kab. Way Kanan 

147 Pemerintah Kab. Lampung Timur 

148 Pemerintah Kab. Pesawaran 

149 Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat 

150 Pemerintah Kab. Pringsewu 

151 Pemerintah Kab. Mesuji 

152 Pemerintah Kab. Pesisir Barat 

153 Pemerintah Kota Metro 

154 Pemerintah Kota Bandar Lampung 

155 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

156 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

157 Pemerintah Kab. Bogor 

158 Pemerintah Kab. Sukabumi 

159 Pemerintah Kab. Cianjur 

160 Pemerintah Kab. Bekasi 

161 Pemerintah Kab. Karawang 

162 Pemerintah Kab. Purwakarta 

163 Pemerintah Kab. Subang 

164 Pemerintah Kab. Bandung 

165 Pemerintah Kab. Sumedang 

166 Pemerintah Kab. Garut 

167 Pemerintah Kab. Tasikmalaya 

168 Pemerintah Kab. Ciamis 

169 Pemerintah Kab. Cirebon 

170 Pemerintah Kab. Kuningan 

171 Pemerintah Kab. Indramayu 

172 Pemerintah Kab. Majalengka 

173 Pemerintah Kab. Bandung Barat 

174 Pemerintah Kab. Pangandaran 

175 Pemerintah Kota Bandung 

176 Pemerintah Kota Bogor 

177 Pemerintah Kota Sukabumi 

178 Pemerintah Kota Cirebon 

179 Pemerintah Kota Bekasi 

180 Pemerintah Kota Depok 

181 Pemerintah Kota Cimahi 

182 Pemerintah Kota Tasikmalaya 

183 Pemerintah Kota Banjar 

184 Pemerintah Provinsi Banten 

185 Pemerintah Kab. Serang 

186 Pemerintah Kab. Pandeglang 



No. INSTANSI 

187 Pemerintah Kab. Lebak 

188 Pemerintah Kab. Tangerang 

189 Pemerintah Kota Tangerang 

190 Pemerintah Kota Cilegon 

191 Pemerintah Kota Serang 

192 Pemerintah Kota Tangerang Selatan 

193 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 

194 Pemerintah Kab. Bantul 

195 Pemerintah Kab. Sleman 

196 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 

197 Pemerintah Kab. Kulon Progo 

198 Pemerintah Kota Yogyakarta 

199 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

200 Pemerintah Kab. Semarang 

201 Pemerintah Kab. Kendal 

202 Pemerintah Kab. Demak 

203 Pemerintah Kab. Grobogan 

204 Pemerintah Kab. Pekalongan 

205 Pemerintah Kab. Batang 

206 Pemerintah Kab. Tegal 

207 Pemerintah Kab. Brebes 

208 Pemerintah Kab. Pati 

209 Pemerintah Kab. Kudus 

210 Pemerintah Kab. Pemalang 

211 Pemerintah Kab. Jepara 

212 Pemerintah Kab. Rembang 

213 Pemerintah Kab. Blora 

214 Pemerintah Kab. Banyumas 

215 Pemerintah Kab. Cilacap 

216 Pemerintah Kab. Purbalingga 

217 Pemerintah Kab. Banjarnegara 

218 Pemerintah Kab. Magelang 

219 Pemerintah Kab. Temanggung 

220 Pemerintah Kab. Wonosobo 

221 Pemerintah Kab. Purworejo 

222 Pemerintah Kab. Kebumen 

223 Pemerintah Kab. Klaten 

224 Pemerintah Kab. Boyolali 

225 Pemerintah Kab. Sragen 

226 Pemerintah Kab. Sukoharjo 

227 Pemerintah Kab. Karanganyar 

228 Pemerintah Kab. Wonogiri 

229 Pemerintah Kota Semarang 

230 Pemerintah Kota Salatiga 

231 Pemerintah Kota Pekalongan 

232 Pemerintah Kota Tegal 

233 Pemerintah Kota Magelang 



No. INSTANSI 

234 Pemerintah Kota Surakarta 

235 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

236 Pemerintah Kab. Gresik 

237 Pemerintah Kab. Mojokerto 

238 Pemerintah Kab. Sidoarjo 

239 Pemerintah Kab. Jombang 

240 Pemerintah Kab. Sampang 

241 Pemerintah Kab. Pamekasan 

242 Pemerintah Kab. Sumenep 

243 Pemerintah Kab. Bangkalan 

244 Pemerintah Kab. Bondowoso 

245 Pemerintah Kab. Situbondo 

246 Pemerintah Kab. Banyuwangi 

247 Pemerintah Kab. Jember 

248 Pemerintah Kab. Malang 

249 Pemerintah Kab. Pasuruan 

250 Pemerintah Kab. Probolinggo 

251 Pemerintah Kab. Lumajang 

252 Pemerintah Kab. Kediri 

253 Pemerintah Kab. Tulungagung 

254 Pemerintah Kab. Nganjuk 

255 Pemerintah Kab. Trenggalek 

256 Pemerintah Kab. Blitar 

257 Pemerintah Kab. Madiun 

258 Pemerintah Kab. Ngawi 

259 Pemerintah Kab. Magetan 

260 Pemerintah Kab. Ponorogo 

261 Pemerintah Kab. Pacitan 

262 Pemerintah Kab. Bojonegoro 

263 Pemerintah Kab. Tuban 

264 Pemerintah Kab. Lamongan 

265 Pemerintah Kota Surabaya 

266 Pemerintah Kota Mojokerto 

267 Pemerintah Kota Malang 

268 Pemerintah Kota Pasuruan 

269 Pemerintah Kota Probolinggo 

270 Pemerintah Kota Blitar 

271 Pemerintah Kota Kediri 

272 Pemerintah Kota Madiun 

273 Pemerintah Kota Batu 

 
 
 
 
 
 
 
 



       Lampiran IV 
       Nomor :   B/ 533 /SM.01.00/2021     
       Tanggal :   3 Mei  2021 

 
DAFTAR UNDANGAN LAINNYA 

RAPAT VIRTUAL DISKUSI DAN TANYA JAWAB  
PERSIAPAN PENGADAAN CASN TAHUN 2021 

 
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Sekretaris Direktorat  Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.  

 

Badan Kepegawaian Negara 

1. Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN; 

2. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian; 

3. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan; 

4. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. 

 

Kementerian PANRB 

1. Inspektur Kementerian PANRB; 

2. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama; 

3. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik; 

4. Para Analis Kebijakan di lingkungan Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM 

Aparatur; 

5. Seluruh staf di lingkungan Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. 
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 

Tekepon (021) 8093008 ;Faksimile (021) 8090421 

Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el:humas@bkn.go.id 

 

Nomor : 27/B-SI.02.01/UE/EII/2021  Jakarta, 10 Mei 2021 

Sifat : Penting   

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Persiapan 
Seleksi CASN Tahun 2021  
 

  

Yth. Kepala BKD/ BKPSDM Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
(daftra terlampir) 
Di 

tempat 

 

Dalam rangka persiapan Seleksi Calon ASN Tahun 2021, maka dengan ini kami 

meminta Bapak/Ibu dapat menugaskan Tim Teknis/ Tim Panitia Seleksi Instansi Calon 

ASN 2021 untuk dapat menghadiri rapat koordinasi terkait Sistem Seleksi Calon Aparatur 

Sipil Negara (SSCASN) 2021 secara daring/online paling banyak dengan 1 (satu) ID zoom 

meeting untuk masing- masing instansi, yang akan dilaksanakan pada : 

 

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Mei 2021 

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai 

Agenda : Rapat Koordinasi Persiapan Seleksi SSCASN Tahun 2021 

Link Zoom  ID Meeting :   920 5307 1896 

Passcode    :   sscasn2021 

Registrasi : https://zoom.us/meeting/register/tJYtcuqoqToiE9JdnTrya1Zk2DWt0AdSldVp 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  diucapkan 

terima kasih. 

Direktur Pembangunan dan Pengembangan 

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara 

            

 

         

       $ 

Tembusan : 
1. Kepala BKN, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Utama; 

3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; 

4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian; 

5. Kepala Kantor Regional I s/d XIV Badan Kepegawaian Negara 

http://www.bkn.go.id;|/
https://zoom.us/meeting/register/tJYtcuqoqToiE9JdnTrya1Zk2DWt0AdSldVp


 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 

"Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 

 
 
 

 

Lampiran I   
Nomor : 27/B-SI.02.01/UE/EII/2021 

Tanggal :  10 Mei 2021 

 

TATA CARA/ PANDUAN RAPAT KOORDINASI  

PERSIAPAN SELEKSI SSCASN TAHUN 2021 

1. Mohon untuk menjaga kerahasiaan dengan tidak menyebarluaskan tautan/password/meeting 

ID kepada pihak yang tidak berkepentingan; 

2. Jumlah peserta paling banyak 1 (satu) akun Zoom dari masing-masing Instansi yang meliputi 

perwakilan dari BKD/BKPSDM atau sampai batas maksimum partisipan dalam zoom meeting 

tersebut; 

3. Diharapkan para peserta sudah masuk dan menunggu di waiting room 30 menit dan 

melakukan registrasi sebelum acara dimulai untuk dilakukan persetujuan masuk kedalam 

rapat virtual.  Tautan untuk melakukan registrasi :  

 

https://zoom.us/meeting/register/tJYtcuqoqToiE9JdnTrya1Zk2DWt0AdSldVp 

 

4. Peserta wajib menggunakan format sebagai berikut pada saat melakukan registrasi:  

First Name : <4 Digit Kode Instansi> 

Last Name : <Nama Instansi/ Unit Kerja> 

 

Contoh isian registrasi zoom meeting 

 

5. Peserta wajib menggunakan format pengisian seperti pada angka 4. Apabila peserta tidak 

menggunakan format tersebut, host tidak akan mengijinkan (admit) untuk mengikuti rapat 

virtual; 

6. Tautan untuk dapat masuk kedalam rapat virtual akan dikirim ke email yang didaftarkan pada 

saat registrasi. 

7. Peserta diharapkan mematikan microphone ketika acara sedang berlangsung dan dapat 

menyalakan microphone setelah mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand 

dan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan.  

https://zoom.us/meeting/register/tJYtcuqoqToiE9JdnTrya1Zk2DWt0AdSldVp
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8. Host berhak mengeluarkan peserta yang tidak terlampir pada undangan maupun yang tidak 

memenuhi ketentuan diatas. 

9. Bahan Paparan dari narasumber kegiatan ini akan diunggah pada link 

https://loker.bkn.go.id/index.php/s/3HWPHf2KDj3Lpij setelah rapat virtual berakhir. 

  

https://loker.bkn.go.id/index.php/s/3HWPHf2KDj3Lpij
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Lampiran II   

Nomor : 27/B-SI.02.01/UE/EII/2021 

Tanggal :  10 Mei 2021 

 

 

DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI  

PERSIAPAN SELEKSI SSCASN TAHUN 2021 

 

 

Badan Kepegawaian Negara 

1 Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian; 

2 Direktur Pengadaan dan Kepangkatan; 

3 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi; 

4 Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi; 

5 Kepala Kantor Regional I s/d XIV Badan Kepegawaian Negara. 
 

 

 

No Instansi 

1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

2 Pemerintah Kab. Sambas 

3 Pemerintah Kab. Sanggau 

4 Pemerintah Kab. Sintang 

5 Pemerintah Kab. Mempawah 

6 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 

7 Pemerintah Kab. Ketapang 

8 Pemerintah Kab. Bengkayang 

9 Pemerintah Kab. Landak 

10  Pemerintah Kab. Melawi 

11  Pemerintah Kab. Sekadau 

12  Pemerintah Kab. Kubu Raya 

13  Pemerintah Kab. Kayong Utara 

14  Pemerintah Kota Pontianak 

15  Pemerintah Kota Singkawang 

16  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

17  Pemerintah Kab. Barito Utara 

18  Pemerintah Kab. Barito Selatan 

19  Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 

20  Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 

21  Pemerintah Kab. Pulang Pisau 

22  Pemerintah Kab. Gunung Mas 

23  Pemerintah Kab. Lamandau 

24  Pemerintah Kab. Sukamara 

25  Pemerintah Kab. Murung Raya 

26  Pemerintah Kab. Katingan 

27  Pemerintah Kab. Seruyan 

28  Pemerintah Kab. Barito Timur 

29  Pemerintah Kota Palangka Raya 

30  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
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31  Pemerintah Kab. Banjar 

32  Pemerintah Kab. Tanah Laut 

33  Pemerintah Kab. Tapin 

34  Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan 

35  Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah 

36  Pemerintah Kab. Barito Kuala 

37  Pemerintah Kab. Tabalong 

38  Pemerintah Kab. Kotabaru 

39  Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 

40  Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 

41  Pemerintah Kab. Balangan 

42  Pemerintah Kota Banjarmasin 

43  Pemerintah Kota Banjarbaru 

44  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

45  Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 

46  Pemerintah Kab. Paser 

47  Pemerintah Kab. Berau 

48  Pemerintah Kab. Kutai Barat 

49  Pemerintah Kab. Kutai Timur 

50  Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 

51  Pemerintah Kab. Mahakam Ulu 

52  Pemerintah Kota Samarinda 

53  Pemerintah Kota Balikpapan 

54  Pemerintah Kota Bontang 

55  Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

56  Pemerintah Kab. Minahasa 

57  Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 

58  Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 

59  Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 

60  Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 

61  Pemerintah Kab. Minahasa Utara 

62  Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 

63  Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 

64  Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara 

65  Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 

66  Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 

67  Pemerintah Kota Manado 

68  Pemerintah Kota Bitung 

69  Pemerintah Kota Tomohon 

70  Pemerintah Kota KotaMobagu 

71  Pemerintah Provinsi Gorontalo 

72  Pemerintah Kab. Gorontalo 

73  Pemerintah Kab. Boalemo 

74  Pemerintah Kab. Pohuwato 

75  Pemerintah Kab. Bone Bolango 

76  Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 

77  Pemerintah Kota Gorontalo 

78  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

79  Pemerintah Kab. Poso 

80  Pemerintah Kab. Donggala 
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81  Pemerintah Kab. Tolitoli 

82  Pemerintah Kab. Banggai 

83  Pemerintah Kab. Buol 

84  Pemerintah Kab. Morowali 

85  Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan 

86  Pemerintah Kab. Parigi Moutong 

87  Pemerintah Kab. Tojo Una Una 

88  Pemerintah Kab. Sigi 

89  Pemerintah Kab. Banggai Laut 

90  Pemerintah Kab. Morowali Utara 

91  Pemerintah Kota Palu 

92  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

93  Pemerintah Kab. Pinrang 

94  Pemerintah Kab. Gowa 

95  Pemerintah Kab. Wajo 

96  Pemerintah Kab. Bone 

97  Pemerintah Kab. Tana Toraja 

98  Pemerintah Kab. Maros 

99  Pemerintah Kab. Luwu 

100  Pemerintah Kab. Sinjai 

101  Pemerintah Kab. Bulukumba 

102  Pemerintah Kab. Bantaeng 

103  Pemerintah Kab. Jeneponto 

104  Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar 

105  Pemerintah Kab. Takalar 

106  Pemerintah Kab. Barru 

107  Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang 

108  Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 

109  Pemerintah Kab. Soppeng 

110  Pemerintah Kab. Enrekang 

111  Pemerintah Kab. Luwu Utara 

112  Pemerintah Kab. Luwu Timur 

113  Pemerintah Kab. Toraja Utara 

114  Pemerintah Kota Makassar 

115  Pemerintah Kota Parepare 

116  Pemerintah Kota Palopo 

117  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 

118  Pemerintah Kab. Konawe 

119  Pemerintah Kab. Buton 

120  Pemerintah Kab. Muna 

121  Pemerintah Kab. Kolaka 

122  Pemerintah Kab. Konawe Selatan 

123  Pemerintah Kab. Kolaka Utara 

124  Pemerintah Kab. Bombana 

125  Pemerintah Kab. Wakatobi 

126  Pemerintah Kab. Buton Utara 

127  Pemerintah Kab. Konawe Utara 

128  Pemerintah Kab. Kolaka Timur 

129  Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan 

130  Pemerintah Kab. Buton Selatan 
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131  Pemerintah Kab. Buton Tengah 

132  Pemerintah Kab. Muna Barat 

133  Pemerintah Kota Kendari 

134  Pemerintah Kota Baubau 

135  Pemerintah Provinsi Bali 

136  Pemerintah Kab. Buleleng 

137  Pemerintah Kab. Jembrana 

138  Pemerintah Kab. Klungkung 

139  Pemerintah Kab. Gianyar 

140  Pemerintah Kab. Karangasem 

141  Pemerintah Kab. Bangli 

142  Pemerintah Kab. Badung 

143  Pemerintah Kab. Tabanan 

144  Pemerintah Kota Denpasar 

145  Pemerintah Provinsi NTB 

146  Pemerintah Kab. Lombok Barat 

147  Pemerintah Kab. Lombok Tengah 

148  Pemerintah Kab. Lombok Timur 

149  Pemerintah Kab. Bima 

150  Pemerintah Kab. Sumbawa 

151  Pemerintah Kab. Dompu 

152  Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 

153  Pemerintah Kab. Lombok Utara 

154  Pemerintah Kota Mataram 

155  Pemerintah Kota Bima 

156  Pemerintah Provinsi NTT 

157  Pemerintah Kab. Kupang 

158  Pemerintah Kab. Belu 

159  Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 

160  Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 

161  Pemerintah Kab. Alor 

162  Pemerintah Kab. Sikka 

163  Pemerintah Kab. Flores Timur 

164  Pemerintah Kab. Ende 

165  Pemerintah Kab. Ngada 

166  Pemerintah Kab. Manggarai 

167  Pemerintah Kab. Sumba Timur 

168  Pemerintah Kab. Sumba Barat 

169  Pemerintah Kab. Lembata 

170  Pemerintah Kab. Rote Ndao 

171  Pemerintah Kab. Manggarai Barat 

172  Pemerintah Kab. Manggarai Timur 

173  Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 

174  Pemerintah Kab. Nagekeo 

175  Pemerintah Kab. Sumba Tengah 

176  Pemerintah Kab. Sabu Raijua 

177  Pemerintah Kab. Malaka 

178  Pemerintah Kota Kupang 

179  Pemerintah Provinsi Maluku 

180  Pemerintah Kab. Maluku Tengah 
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181  Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 

182  Pemerintah Kab. Buru 

183  Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar 

184  Pemerintah Kab. Kepulauan Aru 

185  Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat 

186  Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur 

187  Pemerintah Kab. Buru Selatan 

188  Pemerintah Kota Ambon 

189  Pemerintah Kota Tual 

190  Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

191  Pemerintah Kab. Halmahera Barat 

192  Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 

193  Pemerintah Kab. Kepulauan Sula 

194  Pemerintah Kab. Halmahera Selatan 

195  Pemerintah Kab. Halmahera Utara 

196  Pemerintah Kab. Halmahera Timur 

197  Pemerintah Kab. Pulau Morotai 

198  Pemerintah Kab. Pulau Taliabu 

199  Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 

200  Pemerintah Provinsi Papua 

201  Pemerintah Kab. Jayapura 

202  Pemerintah Kab. Biak Numfor 

203  Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen 

204  Pemerintah Kab. Merauke 

205  Pemerintah Kab. Jayawijaya 

206  Pemerintah Kab. Nabire 

207  Pemerintah Kab. Puncak Jaya 

208  Pemerintah Kab. Paniai 

209  Pemerintah Kab. Mimika 

210  Pemerintah Kab. Boven Digoel 

211  Pemerintah Kab. Mappi 

212  Pemerintah Kab. Asmat 

213  Pemerintah Kab. Yahukimo 

214  Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang 

215  Pemerintah Kab. Tolikara 

216  Pemerintah Kab. Sarmi 

217  Pemerintah Kab. Keerom 

218  Pemerintah Kab. Waropen 

219  Pemerintah Kab. Supiori 

220  Pemerintah Kab. Mamberamo Raya 

221  Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah 

222  Pemerintah Kab. Lanny Jaya 

223  Pemerintah Kab. Yalimo 

224  Pemerintah Kab. Nduga 

225  Pemerintah Kab. Dogiyai 

226  Pemerintah Kab. Puncak 

227  Pemerintah Kab. Deiyai 

228  Pemerintah Kab. Intan Jaya 

229  Pemerintah Kota Jayapura 

230  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
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231  Pemerintah Kab. Bintan 

232  Pemerintah Kab. Karimun 

233  Pemerintah Kab. Natuna 

234  Pemerintah Kab. Lingga 

235  Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 

236  Pemerintah Kota Batam 

237  Pemerintah Kota Tanjungpinang 

238  Pemerintah Provinsi Papua Barat 

239  Pemerintah Kab. Sorong 

240  Pemerintah Kab. Sorong Selatan 

241  Pemerintah Kab. Raja Ampat 

242  Pemerintah Kab. Manokwari 

243  Pemerintah Kab. Teluk Bintuni 

244  Pemerintah Kab. Teluk Wondama 

245  Pemerintah Kab. Fak-Fak 

246  Pemerintah Kab. Kaimana 

247  Pemerintah Kab. Tambrauw 

248  Pemerintah Kab. Maybrat 

249  Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak 

250  Pemerintah Kab. Manokwari Selatan 

251  Pemerintah Kota Sorong 

252  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 

253  Pemerintah Kab. Pasangkayu 

254  Pemerintah Kab. Mamuju 

255  Pemerintah Kab. Mamasa 

256  Pemerintah Kab. Polewali Mandar 

257  Pemerintah Kab. Majene 

258  Pemerintah Kab. Mamuju Tengah 

259  Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

260  Pemerintah Kab. Bulungan 

261  Pemerintah Kab. Malinau 

262  Pemerintah Kab. Nunukan 

263  Pemerintah Kab. Tana Tidung 

264  Pemerintah Kota Tarakan 

265 Pemerintah Aceh 

266 Pemerintah Kab. Aceh Besar 

267 Pemerintah Kab. Pidie 

268 Pemerintah Kab. Aceh Utara 

269 Pemerintah Kab. Aceh Timur 

270 Pemerintah Kab. Aceh Selatan 

271 Pemerintah Kab. Aceh Barat 

272 Pemerintah Kab. Aceh Tengah 

273 Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 

274  Pemerintah Kab. Simeulue 

275  Pemerintah Kab. Bireuen 

276  Pemerintah Kab. Aceh Singkil 

277  Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 

278  Pemerintah Kab. Gayo Lues 

279  Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 

280  Pemerintah Kab. Nagan Raya 
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281  Pemerintah Kab. Aceh Jaya 

282  Pemerintah Kab. Bener Meriah 

283  Pemerintah Kab. Pidie Jaya 

284  Pemerintah Kota Sabang 

285  Pemerintah Kota Banda Aceh 

286  Pemerintah Kota Langsa 

287  Pemerintah Kota Lhokseumawe 

288  Pemerintah Kota Subulussalam 

289  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

290  Pemerintah Kab. Deli Serdang 

291  Pemerintah Kab. Karo 

292  Pemerintah Kab. Langkat 

293  Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah 

294  Pemerintah Kab. Simalungun 

295  Pemerintah Kab. Labuhanbatu 

296  Pemerintah Kab. Dairi 

297  Pemerintah Kab. Tapanuli Utara 

298  Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan 

299  Pemerintah Kab. Asahan 

300  Pemerintah Kab. Nias 

301  Pemerintah Kab. Toba Samosir 

302  Pemerintah Kab. Mandailing Natal 

303  Pemerintah Kab. Nias Selatan 

304  Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 

305  Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 

306  Pemerintah Kab. Samosir 

307  Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 

308  Pemerintah Kab. Padang Lawas 

309  Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara 

310  Pemerintah Kab. Batubara 

311  Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan 

312  Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 

313  Pemerintah Kab. Nias Barat 

314  Pemerintah Kab. Nias Utara 

315  Pemerintah Kota Medan 

316  Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

317  Pemerintah Kota Binjai 

318  Pemerintah Kota Pematang Siantar 

319  Pemerintah Kota Sibolga 

320  Pemerintah Kota Padangsidimpuan 

321  Pemerintah Kota Gunung Sitoli 

322  Pemerintah Provinsi Riau 

323  Pemerintah Kab. Kampar 

324  Pemerintah Kab. Bengkalis 

325  Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 

326  Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 

327  Pemerintah Kab. Pelalawan 

328  Pemerintah Kab. Rokan Hulu 

329  Pemerintah Kab. Rokan Hilir 

330  Pemerintah Kab. Siak 
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331  Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 

332  Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 

333  Pemerintah Kota Pekanbaru 

334  Pemerintah Kota Dumai 

335  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

336  Pemerintah Kab. Agam 

337  Pemerintah Kab. Pasaman 

338  Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 

339  Pemerintah Kab. Solok 

340  Pemerintah Kab. Padang Pariaman 

341  Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 

342  Pemerintah Kab. Tanah Datar 

343  Pemerintah Kab. Sijunjung 

344  Pemerintah Kab. Kep. Mentawai 

345  Pemerintah Kab. Solok Selatan 

346  Pemerintah Kab. Dharmasraya 

347  Pemerintah Kab. Pasaman Barat 

348  Pemerintah Kota Bukittinggi 

349  Pemerintah Kota Padang Panjang 

350  Pemerintah Kota Sawahlunto 

351  Pemerintah Kota Solok 

352  Pemerintah Kota Padang 

353  Pemerintah Kota Payakumbuh 

354  Pemerintah Kota Pariaman 

355  Pemerintah Provinsi Jambi 

356  Pemerintah Kab. Batang Hari 

357  Pemerintah Kab. Bungo 

358  Pemerintah Kab. Merangin 

359  Pemerintah Kab. Kerinci 

360  Pemerintah Kab. Sarolangun 

361  Pemerintah Kab. Tebo 

362  Pemerintah Kab. Muaro Jambi 

363  Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur 

364  Pemerintah Kota Jambi 

365  Pemerintah Kota Sungai Penuh 

366  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

367  Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 

368  Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 

369  Pemerintah Kab. Muara Enim 

370  Pemerintah Kab. Lahat 

371  Pemerintah Kab. Musi Rawas 

372  Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 

373  Pemerintah Kab. Banyuasin 

374  Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 

375  Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. 

376  Pemerintah Kab. Ogan Ilir 

377  Pemerintah Kab. Empat Lawang 

378  Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara 

379  Pemerintah Kota Palembang 

380  Pemerintah Kota Pagar Alam 
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381  Pemerintah Kota Lubuk Linggau 

382  Pemerintah Kota Prabumulih 

383  Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 

384  Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 

385  Pemerintah Kab. Bangka 

386  Pemerintah Kab. Belitung 

387  Pemerintah Kab. Bangka Barat 

388  Pemerintah Kab. Bangka Tengah 

389  Pemerintah Kab. Bangka Selatan 

390  Pemerintah Kab. Belitung Timur 

391  Pemerintah Kota Pangkal Pinang 

392  Pemerintah Provinsi Bengkulu 

393  Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 

394  Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 

395  Pemerintah Kab. Rejang Lebong 

396  Pemerintah Kab. Kaur 

397  Pemerintah Kab. Seluma 

398  Pemerintah Kab. Mukomuko 

399  Pemerintah Kab. Kepahiang 

400  Pemerintah Kab. Lebong 

401  Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 

402  Pemerintah Kota Bengkulu 

403  Pemerintah Provinsi Lampung 

404  Pemerintah Kab. Lampung Selatan 

405  Pemerintah Kab. Lampung Tengah 

406  Pemerintah Kab. Lampung Utara 

407  Pemerintah Kab. Lampung Barat 

408  Pemerintah Kab. Tulang Bawang 

409  Pemerintah Kab. Tanggamus 

410  Pemerintah Kab. Way Kanan 

411  Pemerintah Kab. Lampung Timur 

412  Pemerintah Kab. Pesawaran 

413  Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat 

414  Pemerintah Kab. Pringsewu 

415  Pemerintah Kab. Mesuji 

416  Pemerintah Kab. Pesisir Barat 

417  Pemerintah Kota Metro 

418  Pemerintah Kota Bandar Lampung 

419 
 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 

420  Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

421  Pemerintah Kab. Bogor 

422  Pemerintah Kab. Sukabumi 

423  Pemerintah Kab. Cianjur 

424  Pemerintah Kab. Bekasi 

425  Pemerintah Kab. Karawang 

426  Pemerintah Kab. Purwakarta 

427  Pemerintah Kab. Subang 

428  Pemerintah Kab. Bandung 

429  Pemerintah Kab. Sumedang 
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430  Pemerintah Kab. Garut 

431  Pemerintah Kab. Tasikmalaya 

432  Pemerintah Kab. Ciamis 

433  Pemerintah Kab. Cirebon 

434  Pemerintah Kab. Kuningan 

435  Pemerintah Kab. Indramayu 

436  Pemerintah Kab. Majalengka 

437  Pemerintah Kab. Bandung Barat 

438  Pemerintah Kab. Pangandaran 

439  Pemerintah Kota Bandung 

440  Pemerintah Kota Bogor 

441  Pemerintah Kota Sukabumi 

442  Pemerintah Kota Cirebon 

443  Pemerintah Kota Bekasi 

444  Pemerintah Kota Depok 

445  Pemerintah Kota Cimahi 

446  Pemerintah Kota Tasikmalaya 

447  Pemerintah Kota Banjar 

448  Pemerintah Provinsi Banten 

449  Pemerintah Kab. Serang 

450  Pemerintah Kab. Pandeglang 

451  Pemerintah Kab. Lebak 

452  Pemerintah Kab. Tangerang 

453  Pemerintah Kota Tangerang 

454  Pemerintah Kota Cilegon 

455  Pemerintah Kota Serang 

456  Pemerintah Kota Tangerang Selatan 

457  Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 

458  Pemerintah Kab. Bantul 

459  Pemerintah Kab. Sleman 

460  Pemerintah Kab. Gunung Kidul 

461  Pemerintah Kab. Kulon Progo 

462  Pemerintah Kota Yogyakarta 

463  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

464  Pemerintah Kab. Semarang 

465  Pemerintah Kab. Kendal 

466  Pemerintah Kab. Demak 

467  Pemerintah Kab. Grobogan 

468  Pemerintah Kab. Pekalongan 

469  Pemerintah Kab. Batang 

470  Pemerintah Kab. Tegal 

471  Pemerintah Kab. Brebes 

472  Pemerintah Kab. Pati 

473  Pemerintah Kab. Kudus 

474  Pemerintah Kab. Pemalang 

475  Pemerintah Kab. Jepara 

476  Pemerintah Kab. Rembang 

477  Pemerintah Kab. Blora 

478  Pemerintah Kab. Banyumas 

479  Pemerintah Kab. Cilacap 
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480  Pemerintah Kab. Purbalingga 

481  Pemerintah Kab. Banjarnegara 

482  Pemerintah Kab. Magelang 

483  Pemerintah Kab. Temanggung 

484  Pemerintah Kab. Wonosobo 

485  Pemerintah Kab. Purworejo 

486  Pemerintah Kab. Kebumen 

487  Pemerintah Kab. Klaten 

488  Pemerintah Kab. Boyolali 

489  Pemerintah Kab. Sragen 

490  Pemerintah Kab. Sukoharjo 

491  Pemerintah Kab. Karanganyar 

492  Pemerintah Kab. Wonogiri 

493  Pemerintah Kota Semarang 

494  Pemerintah Kota Salatiga 

495  Pemerintah Kota Pekalongan 

496  Pemerintah Kota Tegal 

497  Pemerintah Kota Magelang 

498  Pemerintah Kota Surakarta 

499  Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

500  Pemerintah Kab. Gresik 

501  Pemerintah Kab. Mojokerto 

502  Pemerintah Kab. Sidoarjo 

503  Pemerintah Kab. Jombang 

504  Pemerintah Kab. Sampang 

505  Pemerintah Kab. Pamekasan 

506  Pemerintah Kab. Sumenep 

507  Pemerintah Kab. Bangkalan 

508  Pemerintah Kab. Bondowoso 

509  Pemerintah Kab. Situbondo 

510  Pemerintah Kab. Banyuwangi 

511  Pemerintah Kab. Jember 

512  Pemerintah Kab. Malang 

513  Pemerintah Kab. Pasuruan 

514  Pemerintah Kab. Probolinggo 

515  Pemerintah Kab. Lumajang 

516  Pemerintah Kab. Kediri 

517  Pemerintah Kab. Tulungagung 

518  Pemerintah Kab. Nganjuk 

519  Pemerintah Kab. Trenggalek 

520  Pemerintah Kab. Blitar 

521  Pemerintah Kab. Madiun 

522  Pemerintah Kab. Ngawi 

523  Pemerintah Kab. Magetan 

524  Pemerintah Kab. Ponorogo 

525  Pemerintah Kab. Pacitan 

526  Pemerintah Kab. Bojonegoro 

527  Pemerintah Kab. Tuban 

528  Pemerintah Kab. Lamongan 

529  Pemerintah Kota Surabaya 
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530  Pemerintah Kota Mojokerto 

531  Pemerintah Kota Malang 

532  Pemerintah Kota Pasuruan 

533  Pemerintah Kota Probolinggo 

534  Pemerintah Kota Blitar 

535  Pemerintah Kota Kediri 

536  Pemerintah Kota Madiun 

537  Pemerintah Kota Batu 
 




